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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dan saran dari hasil penelitian. Secara umum 

penulis menyimpulkan bahwa; 

a) Sebagaimana yang diketahui bahwa Omnibus Law dikembangkan di 

negara yang menganut budaya hukum Common Law System. Dalam 

pembentukan undang-undang dengan teknik Omnibus Law, salah satu ciri 

yang ditonjolkan adalah kecepatan dalam pembentukan peratuan 

perundang-undangan. Hal itu berbeda dengan sistem pembentukan 

perundang-undangan di negara Civil Law System yang proses 

pembentukannya relatif lebih lama. Hal itu dikarenakan dalam proses 

pembentukan undang-undang di negara Civil Law System mengedepankan 

asas kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut hanya dapat dicapai 

melalui proses legislasi yang seksama dalam pembentukannya sehingga 

sebagai konsekuensinya akan berdampak pada tempo waktu pembentukan 

yang relatif lebih lama.  

b)  Penerapan Omnibus Law harus partisipatif, partisipatif artinya 

menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan 

RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draft yang telah ada. 

Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena 

itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan 

masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
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ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan 

hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah 

untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang 

jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-

samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal. Masyarakat 

harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan 

perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam 

pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai 

salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif 

adalah partisipasi masyarakat.  

c) Dalam kaitannya dengan penerapan Omnibus Law di sistem hukum 

Indonesia, bahwa penerapan metode tersebut di dalam sstem hukum 

Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan 

dalam sistem hukum Indonesia, seharusnya disesuaikan terlebih dahulu 

dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar Omnibus Law dapat 

diterapkan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 

5 UU 12 Tahun 2011 tentang asas dapat dilaksanakan, selain itu juga perlu 

diterapkan identifikasi reception in society secara seksama. Hal ini 

menurut penulis adalah hal penting dilakukan karena hukum dan 

masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan apalagi menurut 
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Satjipto Rahardjo, hukum mendapat legitimasi keberlakuannya dari 

masyarakat, dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum.  

d) Dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia memiliki Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang 

inilah yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang 

mengikat secara umum baik itu tahapan UU hingga Perda. Konsekuensi 

logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan di dalam undang-

undang tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam penerapan Omnibus 

Law di Indonesia, seharusnya pembentukan undang-undang dengan cara 

Omnibus tersebut harus disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan baik asas maupun proses pembentukannya.  

5.2 Saran 

 Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) adalah Rancangan Undang-Undang super prioritas. Artinya 

pembahasannya didahulukan dibandingkan RUU lain. Kemungkinan besar 

undang-undang ini akan disahkan tanpa ada penolakan apalagi melihat konstelasi 

politik parlemen saat ini hanya menyisakan sedikit kursi yang berseberangan 

dengan pemerintah. Proses pembahasan yang bersifat elitis di level eksekutif bisa 

jadi berulang di parlemen. Meskipun demikian, pembahasan di parlemen 

merupakan ruang baru dalam proses penyusunan undang-undang. Akses 

partisipasi publik akan lebih terbuka baik formal maupun non-formal seperti 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2202c324961/pemerintah-super-prioritaskan-pembahasan-dua-ruu-omnibus-law-ini/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/parlemen-dikuasai-partai-koalisi-jokowi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/parlemen-dikuasai-partai-koalisi-jokowi
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216125345-92-457366/jokowi-desak-puan-tuntaskan-omnibus-law-dalam-3-bulan
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216125345-92-457366/jokowi-desak-puan-tuntaskan-omnibus-law-dalam-3-bulan
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melalui dengar pendapat, diskusi intensif dengan anggota atau fraksi termasuk 

aksi demonstrasi.  

Rancangan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja ini akan 

menjadi pembuktian kapasitas politik dan legislasi DPR yang baru. Sebagai 

representasi rakyat, DPR wajib mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi 

masyarakat terkait substansi UU yang mengundang banyak kontroversi ini. Ruang 

dialog yang terbuka saat pembahasan di DPR nanti, juga harus diikuti dengan 

keterbukaan informasi dari DPR serta mengikuti asas-asas baik yang sudah 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dokumen 

pembahasan baik itu naskah akademik, RUU, daftar inventarisasi masalah, 

laporan singkat rapat, ringkasan rapat harus selalu tersedia dan mudah diakses 

oleh publik. Dalam membahas UU sapu jagat, DPR juga harus membuktikan 

bahwa fungsi legislasi ada di bawah kendalinya dan tidak harus menuruti 

kehendak presiden. Praktik politik Orde Baru yang lekat dengan anggapan DPR 

merupakan lembaga “stempel”  setiap RUU yang diusulkan eksekutif seharusnya 

tidak berlaku lagi setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan 

setiap RUU menuntut peran kritis setiap anggota DPR dengan dukungan para ahli. 

Hal tersebut juga berlaku pada UU Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja ini. 

 

 

 

 

 

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2733
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2733
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